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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012)” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja
yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian,
hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus
melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan
datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan
dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang
pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Desember, 2021

Tim Penulis
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GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. PENDAHULUAN
Kondisi ekonomi syariah di Indonesia yang terus menunjukkan

perkembangan positif merupakan suatu kondisi ekonomi domestik yang
dipandang sebagai peluang bagi investor asing yang ingin menanamkan
modalnya dalam bentuk investasi syariah. Pemberlakuan MasyarakatEkonomi
ASEAN (ASEAN Economic Community) pada akhir tahun 2015 diharapkan
berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam
sektor perdagangan dan investasi. Pada sektor perdagangan, MEA akan
menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan
cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak
pada peningkatan ekspor Indonesia sedangkan pada sektor investasi dapat
menciptakan dan mengembangkan investasi diberbagai bidang tidak terkecuali
pada bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset
perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global
mencapai USD 28,08 miliar. Laporan Global Islamic Finance Report 2017, aset
keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global, mencapai USD66
miliar, dan Islamic Finance Country Index meningkat menjadi 6 pada 2018, dari
7 pada 2017. Sementara itu, pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia
dalam hal aset mencapai sekitar 6 persen dari semua bank di Indonesia



PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH

A. PENGERTIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Kata “sengketa” dalam bahasa Inggris merupakan arti dari kata “dispute”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian “sengketa”
adalah “selisih;pertengkaran; seteru; sesuatu yang menyebabkan perbedaan
pendapat; dan pertikaian.” > Terdapat kata lain yang serupa dengan kata
“sengketa” vyaitu “konfliks” yang berarti “pertentangan; perselisihan;
ketegangan antara dua pihak; pertentangan antara dua kekuatan.”® Menurut
Komar Kantaatmadja, sengketa dalam arti kata sehari-hari yaitu keadaan
dimana pihak pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai
masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu tetapi pihak lain menolak untuk berlaku demikian. Kata sengketa
memiliki arti perkembangan dari konflik, apabila pihak yang merasa
dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasan dan keprihatinannya, baik
secara langsung atau kepada pihak lain.’

5> Tim Pena Prima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gita Media Press), h.
696.

6 Tim Pena Prima, Kamus Besar, h. 448.

7Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2002), h. I. Mengutip dari Siti Megadianty Adam dan Takdir
Rahmadi, Sengketa dan Penyelesaiannya, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun |,
(Indonesia Center for Environmental Law, 1997), h. |.



PELAKSANAAN PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PERADILAN AGAMA

A. PENERAPAN SUMBER HUKUM MATERIL DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA
Hukum materil merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan utama
dalam menyelesaikan perkara di pengadilan yang sumbernya diambil dari
sumber-sumber Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.>?
Terdapat 8 (delapan) sumber hukum materil yang dijadikan rujukan oleh
pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah
yaitu:>
Al-Qur’an;
Al-Hadits;
Figih dan Ushul Figih
Peraturan Perundang-undangan
Adat
Akad Perjanjian

No vk wnNeE

Yurisprudensi

52 Aden Rosadi, Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 236.
3 Aden Rosadi, Peradilan Agama, h. 237-244.



PELAKSANAAN PRINSIP

KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN

A. PENDAHULUAN

Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Muhamad Kholid Dan Harry Yuniardi
dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara
Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
menunjukkan bahwa tahun 2015, menyimpulkan bahwa kegagalan hukum di
Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syariah perkara kepailitan bidang perbankan syariah adalah faktor
adanya dualisme hukum. Hasil pengkajian tersebut diperkuat dengan hasil
pengkajian tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa telah terjadi diharmonisasi
Undang-undang yang berkaitan dengan penanganan sengketa ekonomi
syariah di pengadilan. Pengkajian tahun 2020 menghasilkan bahwa perbedaan
kebijakan hukum dalam pembentukan Pengadilan Islam dan Peradilan Niaga
menyebabkan inkonsistensi norma kewenangan absolut sehingga
menyarankan pemberian perluasan kewenangan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah perkara kepailitan kepada PA dengan pertimbangan historis.



SARAN PANDANG

KESIMPULAN
Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama

sudah sangat memadai baik dari segi substansi hukum baik materil maupun
formil, struktur hukum maupun kultur hukumnya.

Secara umum setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan
berkepastian hukum, tetapi terdapat putusan pengadilan niaga sengketa
ekonomi syariah perkara kepailitan tidak berkepastian hukum, hal ini
karena pengadilan niaga hanya menggunakan undang-undang kepailitan
saja dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan peraturan
perundang-undangan lainnya sehingga menyebabkan putusan pengadilan
niaga tersebut menjadi tidak valid dan tidak berlaku secara efektif. Dengan
demikian, sebagian putusan pengadilan tidak berkepastian hukum.

SARAN

Untuk memberikan kepastian hukum, dalam jangka pendek Mahkamah
Agung harus mengeluarkan Surat Edaran tentang kejelasan lembaga yang
berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah perkara kepailitan
kepada PA atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan
peradilan agama dengan menambahkan kewenangan PA dalam
menyelesaikan perkara ekonomi syariah perkara kepailitan.
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PENYELESAIAN SENGKETA

EKONOMI

PADA PERKARA KEPAILITAN

(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 /PUU-X/2012)

Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum
(pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah
yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan
Pengadilan Agama. Selanjutnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah
melalui jalur non pengadilan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah
tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit
atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa. Tahkim atau
tahkam di Indonesia badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah
disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang
semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui).

Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional
syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase
konvensional pada umumnya, karena ketentuan-ketentuannya terkait
pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan
atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk
menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan
Sunnah Rasul. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan
segala yang dibutuhkan oleh para pengelola ekonomi syariah dalam
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang baik efektif dan efisien.

Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai
bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah
keilmuan dibidang ekonomi Syariah sehingga buku ini sangat cocok untuk
dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan
tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi
syariah.
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